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Abstract: This study examines the legal and ethical dilemmas faced by medical professionals 

in reporting suspected criminal acts involving patients, based on Articles 301 and 302 of Law 

Number 17 of 2023 concerning Health. Medical personnel are often confronted with a 

conflict between the obligation to maintain patient confidentiality and the duty to report 

crimes in the interest of law enforcement. The objective of this research is to analyze 

strategies for resolving such dilemmas, explore reporting guidelines that align with both 

legal frameworks and medical ethics, examine challenges when victims are reluctant to 

report perpetrators, and compare Articles 301 and 302 in terms of protecting healthcare 

professionals and patients.This research employs a normative juridical method with a 

qualitative descriptive analysis. Data were obtained from legislation, case studies, and 

interviews with medical professionals, health law experts, and medical ethics scholars. The 

findings indicate that legal and ethical dilemmas can be addressed through a comprehensive 

understanding of applicable regulations. The protection of medical confidentiality must be 

upheld, except under certain conditions where legal interests or public safety are at stake. 

Clear and integrated guidelines are necessary to ensure that reporting is conducted in 

accordance with both legal and professional ethical standards. Legal protection for medical 

personnel who report criminal acts is crucial to enable them to perform their duties without 

hesitation or fear. 
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Abstrak: Penelitian ini membahas dilema hukum dan etis yang dihadapi tenaga medis dalam 

melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien berdasarkan Pasal 301 dan Pasal 302 UU 

No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga medis seringkali dihadapkan pada konflik 

antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dan keharusan melaporkan tindak pidana demi 

penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cara mengatasi dilema 

tersebut, mengeksplorasi pedoman pelaporan yang sesuai hukum dan etika medis, mengkaji 

permasalahan ketika korban tindak pidana enggan melaporkan pelaku, serta membandingkan 

Pasal 301 dan Pasal 302 dalam konteks perlindungan tenaga medis dan pasien. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, 
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menggunakan data dari peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara dengan 

tenaga medis, ahli hukum kesehatan, dan pakar etika kedokteran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dilema etis dan hukum dapat diatasi dengan pemahaman mendalam 

terhadap peraturan yang berlaku, perlindungan terhadap rahasia medis harus tetap dijaga, 

kecuali dalam kondisi tertentu demi kepentingan hukum atau keselamatan masyarakat. 

Pedoman yang jelas diperlukan agar pelaporan sesuai dengan hukum dan etika profesi. 

Perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melaporkan tindak pidana sangat penting agar 

mereka tidak ragu dalam menjalankan perannya. 
 

Kata Kunci: Dilema Etis, Hukum Kesehatan, Rahasia Medis, Pelaporan Tindak Pidana. 
 

 

PENDAHULUAN 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mencantumkan cita-cita dan 

tujuan nasional bangsa Indonesia, yakni melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam 

menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

(Susiani, 2023). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan nasional dilakukan secara 

berkelanjutan dengan pendekatan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di 

dalamnya pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang 

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam 

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap upaya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus berlandaskan prinsip non-diskriminatif, 

partisipatif, perlindungan, dan keberlanjutan. Hal ini sangat penting dalam pembentukan 

sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat ketahanan serta daya saing bangsa, dan 

mendukung pembangunan nasional (Wijaya et al., 2020). 

Dalam sistem pelayanan kesehatan, dokter memegang peran utama sebagai pemberi 

layanan kesehatan yang berkontribusi langsung terhadap mutu pelayanan medis yang 

diberikan kepada masyarakat (Zola Agustina & Hariri, 2022). Landasan utama yang 

memungkinkan dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap individu terletak pada ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan serta pelatihan. 

Keunikan profesi dokter ini juga diakui oleh hukum, yang memberikan kewenangan bagi 

mereka untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Rohadi, 2024). 

Salah satu dilema yang dihadapi dokter adalah terkait kewajiban menjaga rahasia 

kedokteran, terutama dalam situasi di mana ia mengetahui informasi yang dapat 

membahayakan jiwa orang lain. Ketika dokter diminta oleh pihak berwenang untuk 

memberikan keterangan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan rahasia profesinya, ia 

menghadapi konflik moral dan hukum. Di satu sisi, ia berkewajiban memberikan informasi 

yang benar sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi di sisi lain, ia juga terikat oleh kode etik 

profesi untuk menjaga kerahasiaan pasien (Satria, 2019; Sari Mayang & Elvandari, 2023). 

Namun, dalam kasus di mana dokter mengetahui adanya tindak pidana yang dialami pasien, 

melaporkan hal tersebut bukanlah pelanggaran terhadap rahasia kedokteran atau kode etik, 

melainkan merupakan suatu kewajiban hukum. Bahkan, kegagalan melaporkan tindak pidana 

yang diketahui justru dapat berkonsekuensi hukum. 

Hukum kesehatan sebagai lex spesialis bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi tenaga medis dan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan (Takdir, 2018). 

Namun, di sisi lain, tenaga medis sering kali menghadapi dilema hukum dan etis dalam 

menjalankan tugasnya, terutama ketika dihadapkan pada kewajiban untuk melaporkan dugaan 

tindak pidana terhadap pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 301 dan Pasal 302 UU Nomor 

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Presiden RI, 2023). Kewajiban ini menimbulkan 
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pertentangan antara kepatuhan terhadap hukum dan prinsip etika kedokteran yang 

menjunjung tinggi kerahasiaan medis serta kepercayaan antara dokter dan pasien. Jika tenaga 

medis melaporkan pasien yang diduga melakukan tindak pidana, mereka berpotensi 

melanggar prinsip kerahasiaan, tetapi jika tidak melaporkan, mereka berisiko menghadapi 

sanksi hukum (Waskita et al., 2023). 

Dilema ini semakin kompleks karena hukum kesehatan juga berlandaskan pada tiga hak 

asasi manusia, yaitu the right to health care, the right to self-determination, dan the right to 

information. Kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien dapat dianggap 

sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pasien dalam menentukan nasibnya sendiri dan 

mendapatkan perawatan kesehatan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Selain itu, 

adanya tekanan dari pihak eksternal (Eko Pujiyono, 2023), seperti aparat penegak hukum atau 

pihak rumah sakit, dapat semakin membebani tenaga medis dalam mengambil keputusan 

yang tepat. Hal ini dapat mengganggu fokus tenaga medis dalam memberikan pelayanan 

yang optimal bagi pasien. 

Dalam praktiknya, tenaga medis tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum, 

tetapi juga konsekuensi etis dan sosial dari keputusan mereka. Melaporkan pasien yang 

diduga melakukan tindak pidana dapat menyebabkan ketidakpercayaan pasien terhadap 

fasilitas kesehatan, yang pada akhirnya dapat menghambat akses pasien terhadap layanan 

kesehatan yang seharusnya bersifat inklusif dan tanpa diskriminasi. Di sisi lain, jika tenaga 

medis tidak melaporkan, mereka dapat dituding lalai dalam menjalankan kewajibannya 

sebagai warga negara yang harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Heru Iskandar et 

al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban hukum dan komitmen 

moral tenaga medis terhadap pasien. 

Lebih jauh, dalam sistem hukum di berbagai negara, perlindungan terhadap tenaga 

medis dalam situasi seperti ini masih menjadi perdebatan. Beberapa negara memberikan 

pengecualian khusus dalam aturan kerahasiaan medis ketika menyangkut ancaman serius 

terhadap individu lain atau masyarakat (Daeng et al., 2023). Namun, di Indonesia, dengan 

adanya ketentuan dalam Pasal 301 dan Pasal 302 UU Nomor 17 Tahun 2023, masih terdapat 

ambiguitas mengenai sejauh mana tenaga medis dapat diberikan perlindungan jika mereka 

memilih untuk tidak melaporkan pasien. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketakutan di 

kalangan tenaga medis, sehingga mereka lebih cenderung bersikap defensif dalam praktik 

pelayanan kesehatan, yang berpotensi merugikan pasien secara keseluruhan (Adelia et al., 

2023). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara mengatasi dilema 

etis dan hukum yang dihadapi tenaga medis dalam melaporkan dugaan tindak pidana 

terhadap pasien, serta mengeksplorasi pedoman yang dapat diterapkan agar pelaporan 

dilakukan sesuai dengan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika medis.  

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif 

dengan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah 

peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 301 dan Pasal 302 UU Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan, dalam kaitannya dengan kewajiban tenaga medis dalam melaporkan 

dugaan tindak pidana terhadap pasien. Penelitian ini akan menganalisis sumber hukum primer 

berupa undang-undang dan peraturan terkait, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal, 

buku, dan penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum dan etika dalam praktik medis. 

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dilema 

hukum dan etis yang dihadapi tenaga medis, serta bagaimana aturan yang ada dapat 

diterapkan secara proporsional tanpa melanggar kode etik profesi (Qamar & Rezah, 2020). 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk 

memahami bagaimana tenaga medis menghadapi dilema ini dan solusi yang dapat diterapkan 

https://greenpub.org/JIM


https://greenpub.org/JIM,                                             Vol. 4, No. 2, Juli 2025 

1102 | P a g e  

agar pelaporan tindak pidana tetap sesuai dengan hukum tanpa mengabaikan etika medis serta 

hak-hak pasien (Adlini et al., 2022). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mengatasi Dilema Etis dan Hukum dalam Pelaporan Dugaan Tindak Pidana terhadap 

Pasien oleh Tenaga Medis 

Tenaga medis menghadapi dilema etis dan hukum dalam melaporkan dugaan tindak 

pidana yang dialami oleh pasien. Di satu sisi, mereka terikat oleh kewajiban hukum untuk 

menjaga kerahasiaan medis pasien sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 

huruf (i), yang menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan 

penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya (Daeng et al., 2023). Selain itu, Pasal 38 

ayat (1) Undang-Undang yang sama mewajibkan rumah sakit untuk menyimpan rahasia 

kedokteran. Di suatu sisi, dalam situasi tertentu, tenaga medis juga memiliki kewajiban 

hukum untuk melaporkan kasus dugaan tindak pidana yang mereka ketahui, terutama jika 

menyangkut keselamatan pasien atau masyarakat luas (Erlindai, 2019).  

Perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran juga ditegaskan dalam beberapa 

regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa konsumen, termasuk pasien sebagai 

pengguna jasa layanan kesehatan, memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengakses layanan tersebut (Janwarin & Makmun, 2019). Selain itu, 

rahasia kedokteran juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 

tentang Rahasia Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Wijaya et al., 

2020). Dengan banyaknya regulasi yang mengatur perlindungan rahasia medis, tenaga medis 

perlu memahami batasan-batasan kapan mereka boleh membuka informasi pasien dan kapan 

harus tetap merahasiakannya. 

Pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia kedokteran dapat berakibat pada 

sanksi hukum. Pasal 48 dan Pasal 52 huruf (c) Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur 

bahwa dokter wajib menyimpan rahasia medis, kecuali dalam situasi tertentu yang 

diperbolehkan oleh hukum (Njoto, 2022). Jika dokter membuka rahasia medis di luar kondisi 

yang diperbolehkan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan satu tahun atau 

denda hingga Rp50.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 79 butir c Undang-Undang 

Praktik Kedokteran. Selain dokter, pegawai rumah sakit, baik tenaga medis maupun 

nonmedis, juga memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia medis pasien (Fikri & Patih, 

2024). Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai rumah sakit merupakan tanggung jawab 

institusi, dalam hal ini rumah sakit, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh 

karena itu, rumah sakit harus memberikan pengawasan ketat terhadap semua pegawainya 

untuk memastikan bahwa rahasia medis tetap terjaga. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 memberikan pengecualian dalam 

kondisi tertentu yang memungkinkan tenaga medis membuka rahasia kedokteran, yaitu untuk 

kepentingan kesehatan pasien, dalam rangka penegakan hukum, atas permintaan pasien 

sendiri, dan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud meliputi ancaman 

Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah penyakit menular, serta ancaman keselamatan individu 

atau masyarakat. Dalam kondisi-kondisi tersebut, identitas pasien dapat diberikan kepada 

institusi atau pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dengan 

demikian, pembukaan rahasia medis dapat dilakukan jika memiliki dasar hukum yang kuat 

dan bertujuan untuk kepentingan yang lebih besar (Simamora et al., 2020). 

Namun, dalam kasus dugaan tindak pidana, pelaporan yang dilakukan oleh tenaga 

medis tidak dianggap sebagai pelanggaran etis, tetapi justru menjadi kewajiban hukum. Pasal 

108 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, 
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menyaksikan, dan/atau menjadi korban tindak pidana berhak melaporkan kejadian tersebut 

kepada penyelidik atau penyidik, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, pada ayat 

selanjutnya disebutkan bahwa seseorang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana terhadap ketertiban dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau 

hak milik wajib segera melaporkan hal tersebut (Sitanggang, 2019). Meskipun demikian, 

KUHAP tidak mengatur sanksi bagi seseorang yang tidak melaporkan tindak pidana, 

sehingga peraturan ini termasuk dalam kategori lex imperfecta, yaitu peraturan yang tidak 

memiliki sanksi hukum jika tidak ditaati. 

Dalam praktiknya, pembukaan rahasia medis oleh tenaga medis kepada pihak 

berwenang harus dilakukan dengan hati-hati. Data pasien yang bersifat rinci tidak boleh 

disebarluaskan ke publik, dan hanya informasi yang relevan yang boleh diberikan kepada 

penyidik atau instansi berwenang. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau 

pelecehan seksual, tenaga medis dapat memberikan laporan kepada kepolisian dengan tetap 

menjaga aspek privasi pasien (Utomo et al., 2020). Dengan demikian, tenaga medis dapat 

memenuhi kewajiban hukum tanpa mengabaikan etika medis. Dilema etis dan hukum yang 

dihadapi tenaga medis dalam melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien dapat 

diselesaikan dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rahasia medis 

tetap harus dijaga, namun dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan hukum atau 

keselamatan masyarakat, informasi pasien dapat dibuka kepada pihak berwenang 

(Agiwahyuanto et al., 2020). Oleh karena itu, rumah sakit dan tenaga medis perlu memiliki 

pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana pelaporan dapat dilakukan agar tetap 

sesuai dengan hukum dan etika profesi. 

 

Mengatasi Permasalahan Ketika Korban Tindak Pidana Memutuskan untuk Tidak 

Melaporkan Pelaku 

Dilema antara kewajiban tenaga medis dalam menjaga rahasia kesehatan pasien 

sebagaimana diatur dalam Pasal 301 UU Kesehatan dan hak untuk melaporkan dugaan tindak 

pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 302 UU Kesehatan menimbulkan permasalahan 

etis dan hukum yang kompleks. Pasal 301 ayat (1) menegaskan bahwa tenaga medis wajib 

menjaga kerahasiaan kesehatan pasien (Heru Iskandar et al., 2024), sedangkan Pasal 302 ayat 

(1) memberikan hak bagi tenaga medis untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami 

pasien. Dalam hal ini, terdapat benturan antara prinsip perlindungan privasi pasien dan 

tanggung jawab hukum dalam menegakkan keadilan (Widjaja, 2023). 

Pembukaan rahasia kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (2) dapat 

dilakukan untuk kepentingan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4), yang berarti 

bahwa ketentuan ini bukanlah aturan yang bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam keadaan tertentu, pembukaan rahasia kesehatan pasien dapat dilakukan sepanjang 

memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam konteks dugaan tindak 

pidana, Pasal 302 ayat (2) menegaskan bahwa tenaga medis yang melaporkan dugaan tindak 

pidana pada pasien dikecualikan dari kewajiban merahasiakan informasi kesehatan pasien, 

sehingga secara hukum tenaga medis tidak dapat dikenakan sanksi atas pembukaan rahasia 

tersebut (Putra, 2021). 

Dalam sistem hukum Indonesia, tenaga medis yang mengetahui adanya tindak pidana 

terhadap pasien yang diberinya pelayanan kesehatan dapat berperan dalam proses penegakan 

hukum. Pasal 302 ayat (3) juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis 

yang melaporkan dugaan tindak pidana. Hal ini menjadi penting agar tenaga medis tidak 

merasa terancam atau ragu dalam menjalankan perannya sebagai saksi dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana (Lajar et al., 2020). Oleh karena itu, meskipun kewajiban 

menjaga rahasia pasien tetap ada, hak tenaga medis untuk melaporkan dugaan tindak pidana 

menjadi prioritas dalam kondisi tertentu demi kepentingan hukum dan keadilan. 

https://greenpub.org/JIM


https://greenpub.org/JIM,                                             Vol. 4, No. 2, Juli 2025 

1104 | P a g e  

Ketentuan ini menjadi relevan terutama dalam kasus tindak pidana berat, seperti 

pembunuhan atau kekerasan berat yang dapat berakibat fatal bagi korban. Jika tenaga medis 

mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana, tetapi memilih untuk tidak 

melaporkan, mereka dapat dianggap menghalang-halangi proses peradilan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 221 KUHP (Sholikhah et al., 2021). Pasal ini mengancam pidana bagi 

siapa saja yang dengan sengaja menyembunyikan atau menolong pelaku tindak pidana agar 

terhindar dari penyidikan atau penahanan. Hal ini dapat menjadi persoalan hukum bagi 

tenaga medis yang mengetahui adanya kejahatan tetapi tidak melaporkannya kepada pihak 

berwenang. 

Dokter memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap tindak pidana yang diketahuinya 

yang dalam hal ini adalah yang dialami oleh Pasien itu sendiri Selanjutnya membahas 

kemungkinan orang mengetahui tapi tidak melaporkan tersebut ikut terlibat dalam tindak 

pidana pembunuhan. Setidaknya ada dua ketentuan pidana yang bisa menjerat pelaku, yaitu 

Pasal 221 KUHP mengenai kejahatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana 

sekaligus dianggap menghalang-halangi proses peradilan dan Pasal 55 ayat (1) KUHP 

mengenai orang yang turut serta melakukan (mede plegen) tindak pidana (Retnowati, 2018). 

Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang 

menyembunyikan atau menolong seseorang yang melakukan kejahatan agar orang tersebut 

terhindar dari penyidikan atau penahanan. Sedangkan ayat (2) Pasal 221 KUHP mengancam 

dengan pidana bagi setiap orang yang memiliki maksud menutupi atau menghalang-halangi 

atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan. Pasal 221 KUHP 

menyebutkan tindakan sebagai berikut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan 

atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta (Waskita et al., 2023). 

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang 

dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk 

menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh 

orang lain menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu 

diserahi menjalankan jabatan kepolisian. 

2. Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, 

atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, 

menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau 

dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas  kejahatan lainnya, atau menariknya 

dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh 

orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara 

waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. 

 

Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur mengenai obstruction of justice atau tindakan 

yang menghambat jalannya proses peradilan. Menghalang-halangi proses hukum tidak selalu 

harus berakibat langsung pada terhambatnya suatu proses peradilan, tetapi cukup dengan 

adanya maksud atau niat (intend) dari pelaku untuk menghambat proses tersebut. Selain 

dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu jalannya peradilan, seseorang yang tidak 

melaporkan tindak pidana pembunuhan juga dapat diduga turut serta dalam tindak pidana 

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat terkait (Dharma & Sukadarmika, 2022). 

Ketika korban tindak pidana memutuskan untuk tidak melaporkan pelaku, tenaga medis 

berada dalam posisi yang sulit karena harus menyeimbangkan antara hak pasien untuk 

menjaga privasi dengan kewajibannya dalam mendukung penegakan hukum. Dalam kasus-

kasus tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, pasien mungkin 

enggan melaporkan kejadian tersebut karena berbagai alasan, seperti takut akan dampak 

sosial atau tekanan dari pelaku (Naurah et al., 2024). Namun, tenaga medis tetap memiliki 

kewajiban moral dan hukum untuk melindungi korban serta mencegah kejahatan serupa 

terjadi di kemudian hari. 

https://greenpub.org/JIM
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Sehingga, diperlukan pedoman yang jelas bagi tenaga medis dalam menangani kasus 

dugaan tindak pidana terhadap pasien. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah yang 

mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 301 dan Pasal 302 UU Kesehatan perlu 

memberikan panduan praktis mengenai kapan dan bagaimana tenaga medis dapat atau harus 

melaporkan dugaan tindak pidana tanpa melanggar hak-hak pasien. Dengan demikian, tenaga 

medis dapat menjalankan tugasnya dengan lebih jelas dan aman tanpa harus menghadapi 

dilema hukum yang berkepanjangan (Retnowati, 2018). 

  

KESIMPULAN 

Tenaga medis menghadapi dilema etis dan hukum ketika harus menyeimbangkan 

kewajiban menjaga rahasia medis dengan kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana demi 

kepentingan hukum dan keselamatan masyarakat. Regulasi yang berlaku, seperti UU 

Kesehatan, KUHAP, serta UU tentang Rumah Sakit dan Praktik Kedokteran, memberikan 

batasan serta pengecualian yang memungkinkan tenaga medis membuka informasi pasien 

dalam kondisi tertentu tanpa dianggap melanggar kerahasiaan medis. Meskipun pelanggaran 

terhadap kewajiban merahasiakan data medis dapat dikenakan sanksi hukum, tenaga medis 

juga memiliki perlindungan hukum jika melaporkan tindak pidana yang diketahui dalam 

lingkup profesinya. Untuk mengatasi dilema hukum dan etika yang dihadapi tenaga medis 

dalam pelaporan dugaan tindak pidana terhadap pasien, diperlukan pedoman yang lebih rinci 

dan jelas dari pemerintah dalam bentuk peraturan pelaksana yang mengatur batasan, 

prosedur, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melaporkan tindak pidana. 

Selain itu, rumah sakit dan institusi kesehatan perlu menyediakan pelatihan serta sosialisasi 

terkait regulasi yang berlaku agar tenaga medis dapat memahami kapan dan bagaimana 

mereka dapat atau harus melaporkan suatu kasus tanpa melanggar hak pasien. 
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